BAB V
PENUTUP

V.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil pelaksanaan Magang 2 Taruna/I Program Studi

Diploma III Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan pada Unit Unit

Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Menteng yang dilaksakan

selama 3 (tiga) bulan yang dimulai pada tanggal 3 Maret sampai dengan 6 Mei

2025, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pelayanan administrasi di Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung
Menteng telah mengadaptasi sistem modern dan terhubung langsung
dengan website Dinas Perhubungan Darat untuk sinkronasi data kendaraan
wajib uji. Untuk proses pelayanan administrasi Unit Pengelola Pengujian
Kendaraan Bermotor Ujung Menteng tergolong cepat, sehingga konsumen
tidak memerlukan waktu lama dalam proses pendaftaran serta Unit
Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Menteng telah
menerapkan layanan edukasi bagi konsumen yang masih belum paham
terkait proses administrasi kendaraannya.

2. Pengoperasian alat uji tidak memerlukan adaptasi yang panjang karena
masih familiar dengan alat uji yang diajarkan dalam Laboratorium
Pengujian Kendaraan Bermotor Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan.
Selain dioperasikan sebagai alat uji, alat uji juga mendapatkan
pemeliharaan dan kalibrasi alat uji yang dilaksanakan secara konsisten
pada seluruh peralatan pengujian dan telah dikalibrasi secara berkala
setiap satu tahun sekali, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Selain itu perawatan preventif, meliputi pembersihan dan inspeksi rutin
dilakukan sebelum dan sesudah penggunaan alat untuk memastikan alat
uji tetap dalam kondisi optimal, sehingga mampu memberikan hasil
penguijian yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Pada proses pemeriksaan teknis dan laik jalan di Unit Pengelola Pengujian
Kendaraan Bermotor Ujung Menteng sudah sesuai dengan aturan yang ada
di Peraturan Menteri Nomor 19 tahun 2021 tentang Pengujian Berkala

Kendaraan Bermotor. Proses pengujian laik jalan sesuai dengan Standar
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Operasional Prosedur dan aturan ambang batas tiap item pengujian sesuai
dengan aturan yang diterapkan.

4. Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Unit Pengelola
Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Menteng telah dilaksanakan dengan
sangat baik seperti penggunaan APD dan pengadaan APAR yang telah
terpenuhi.

5. Melalui kegiatan operasi gabungan bersama Kepolisian, Dinas
Perhubungan, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
mahasiswa telah memperoleh pengalaman langsung dalam mendukung
aktivitas tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa dapat
berkontribusi secara nyara dalam pelaksanaan tugas secara tim
dilapangan.

V.2 Saran
Guna meningkatkan pelayanan serta kinerja dari Unit Pengelola

Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Menteng Jakarta Timur, kami

menyarankan :

1. Diselenggarakannya sosialisasi mengenai APD sehingga penguji lebih
meningkatkan kesadaran akan pentingnya penggunaan APD demi menjaga
keselamatan dan Kesehatan penguiji itu sendiri.

2. Mengingat jumlah jalur keluar yang tidak sebanding dengan jalur uji yang
ada, kami menyarankan adanya pembagian jumlah kouta di setiap lajur.
Karena jalur keluar pada lajur 1 dan 2 memiliki jarak yang paling pendek,
diharapkan pada lajur keluar tersebut mendapat kouta uji yang lebih sedikit
dibandingkan dengan lajur 3, 4, dan 5 agar penumpukan kendaraan tidak

sampai masuk ke dalam Gedung uiji.
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